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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Konsep Moratorium Kepailitan dan PKPU pada dasarnya ingin
menghentikan sementara pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU, dengan
penundaan tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan terhadap
debitor adalah suatu kesempatan untuk mengusahakan atau memperbaiki
kondisi perusahaannya sehingga dapat kembali melakukan pembayaran
akan utangnya setelah periode Moratorium tersebut berakhir. Hal tersebut
juga mencegah debitor mengalami kerugian lebih besar seperti misalnya
pemutusan hubungan kerja yang dikhawatirkan akan mengganggu
kestabilan dan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian
Indonesia kedepannya. Bagi Kreditor, diberikan suatu kesempatan untuk
menempuh forum seperti negosiasi dalam pengadilan, eksekusi jaminan,
dan pilihan forum lainnya baik melalui arbitrase sesuai perjanjian maupun
gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri selama Moratorium Kepailitan
dan PKPU dilaksanakan. Realisasi konsep tersebut disatu sisi dapat
melemahkan perlindungan hukum bagi kreditor untuk mendapatkan
kepastian hak-haknya, apabila kreditor meminta pertanggungjawaban
melalui mekanisme upaya hukum perdata maka dapat berimbas pada

terjadinya tarik menarik atau perebutan hak dari kreditor lain yang
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mengajukan upaya hukum yang sama. Upaya atau penyelesaian yang
diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan terjadwal dengan demikian
menjadi tertunda. Pelaksanaan Moratorium Kepailitan dan PKPU yang
sedemikian rupa juga sangat mungkin dimanfaatkan debitor yang tidak
beriktikad baik untuk tidak menyelesaikan kewajiban utangnya atau
memungkiri kewajibannya terhadap para kreditornya. Setiap kreditor bisa
jadi merupakan debitor bagi pelaku usaha lainnya, sehingga apabila kreditor
tersebut terkendala untuk mendapatkan kepastian pembayaran atau
pemenuhan kewajiban dari debitornya, maka sudah tentu hal ini berimbas
pada kesinambungan usaha dari kreditor tersebut untuk menyelesaikan
kewajiban-kewajibannya sendiri. Moratorium Kepailitan dan PKPU selain
itu dapat mengakibatkan debitor tidak mendapat pengurusan harta oleh
kurator, sehingga hal tersebut justru membuat kreditor dapat dengan mudah

memperebutkan dan menagih piutangnya pada debitor.

. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diterangkan di atas, maka saran

yang dapat disampaikan antara lain:

Gagasan Moratorium Kepailitan dan PKPU ini tidak boleh
diputuskan dengan tergesa-gesa. Perlu adanya diskusi lebih lanjut, tidak
hanya karena atas usulan suatu pihak tertentu kemudian gagasan

moratorium tersebut langsung dikaji. Pemerintah Kkiranya dapat
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mendengarkan seluruh stakeholder yang bersangkutan (termasuk dalam hal
ini pengurus PKPU dan kurator), serta Mahkamah Agung sebagai pihak

yang menaungi pengadilan niaga.

Upaya penyempurnaan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU dapat menjadi salah satu alternatif, berikut

beberapa hal yang dapat menjadi masukkan terkait hal tersebut, yakni:

1. Adanya ambang batas minimum utang sebagai syarat
dalam mengajukan Pailit dan PKPU
Pembuktian dalam perkara kepailitan dan PKPU sejauh ini tidak
menetapkan batasan nilai tertentu, sehingga langkah ini dapat diambil
agar tidak kemudian utang debitor yang nilainya tidak terlalu besar
dijadikan alat untuk mempailitkan perusahaan yang besar.
2. Prosedur tes insolvensi atau insolvency test
Mekanisme ini dapat menjadi solusi untuk mengukur kemampuan

operasional perusahaan sebelum dinyatakan pailit.
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